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ABSTRAK :

CATATAN

Dalam upaya melindungi manusia sebagai pemangku kepentingan dan hewan ternak
sebagai bagian ekosistem pertanian berkelanjutan, memastikan kesehatan manusia,
hewan, tumbuhan, dan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan pangan yang aman,
sehat, utuh, dan halal dibentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan
Kesehatan hewan guna mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan
berkelanjutan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 18
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun
2023; PP No. 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU
No. 33 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 48. Tahun 2011; PP No. 41 Tahun
2011; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 29 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47
Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PERPRES No. 3 Tahun 2017; PERDA Prov. Jabar No.
22 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2024 ini diatur
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini
mencakup pengelolaan peternakan yang terintegrasi dengan kesehatan hewan untuk
mewujudkan peternakan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyediakan
pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pengaturan meliputi perencanaan,
kawasan peternakan, usaha peternakan, kesehatan hewan, pemberdayaan peternak,
serta pengelolaan pakan dan alat peternakan. Selain itu, diatur pula tentang
mekanisme pengawasan, penanganan penyakit hewan, dan pemasaran hasil
peternakan, dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan kesejahteraan
hewan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dan legalitas dalam upaya
pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Pangandaran.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Januari
2024.

Jumlah penjelasan 21 halaman.



